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PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM
NOMOR 20 TAHUN 2010
ENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TZLEKDOMUNIKAS
DENGAM RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM
. Meintmhang Cas bahwa Rétrbos Pengerdaiian Monars Te SRONTINIK e g
i v sesual dengac Uncly no-tmdang RE Nomar 28 Tahon 2000
pada posal 10 ayal 1 Lo N Retrbusi Pengendalin
B Menara  Tolekomunikasi  harus dtatur dalam Peraturan
Daeraly,
L. bahwa deng in d‘;a{:_:mg/ﬁ pesermaan  retribusi dalzr
Peraturan Di erah maka Retribusi Pe engendalian Menaz
Feieko'numkc 51 salah satu objOL Ratribusi vang naempunya
- peran sera dolam Lpembiavaan pembangunan daerah,
¢. bahwa berdasarkan pertmbanoan se Wagaimana dimakst ¢
huruf a dan b ~arly ditetaplan dalar Peraturan Dasrab
Mengingat -1 Undanc-undag Nomor 8 Tahun 1987 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 7)'3:» Tarmbahsan
Lembaran Negaera Nomaor 3209
2. )!'n"!""ﬂ(‘lr—u.‘u‘h;’\;’.} Nemor 1 Tabun 1007 reintang . Bade s
Penyelesaian Sengketa Paisk Lembaran Maaara iE*h"”.
1997 Nemor 40 Taanbahan Lombaran Nogara Nomor 2884
3 "ndmw undar 3 Nomor 19 Tahun 1907 entang f-"(-“fiz-lé}ihi:“ff"
Fajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun
1597, Tambabhan Lembaran Negata Nomor 35386
4. Wdanq undang Nomor 8 Tahun 2001 fents ng Fembartban
Koa Pagar/\mm (l.embaran Negara .Mnm 2007 Nomor &5

Tambahan Lembaran Negara Nomor 47418

[

Undang undanyg Nomor Joo Tabun 2004 tenang
Pemerintahan Daerab (Lambaran Negeors 2P Tahun 200




Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4457)
sebagaimana teiah diubali beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara RI Tchun 2008 Nomor 59, Tambahar lembaran
Negara Nomor 4844)

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 200¢ tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
2009 Momor 130. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5049).

Dengan Persetunian Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEZRAR
KOTA PAGARALAN

dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN
enclankan  © PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSH PENGENDALIAN i
MENARA TELEKOMUNIKAS!

BAB |

FHETENTUAN UMM
Pasal 1

Dalam Peraturan vang imaksud dengan

i Daerah adalah Kota Pagar Alam:

7 Pernarintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.

3. Kepala Daerah ade ah Walikota Fayar siaim,

4. Bidang Pendapat'n adalali Dinas Pendapatan Pengeiolaan
Kauangan dan As o Kota Pagar Ao,

5. Retribusi Peigendlian Menara Telekoinunikast adalah pungutan

2

dzorah vanadilacukan oleh Dinas Poendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Kota Pagar Afam.

6. Retrbus Pengencilian Menara Telekomunixas: sebagaimara
dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7 Kas Daerah adalal. Kas Pemerintah Kota Pagar Alam;

8. Bidang Pendapatan adalah uinit pengelolaan teknis daereh
dibawah Dinas Pendapater Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kota Pagar Alam;

9 Masa Retribusi aalah suatu jangka wakdu tertentu yang
merunncan hatas waktts bac wnpn natak unfok memantaatkan
tenpa <husus relrbusty




10. Suiat Ketetapan Retribus Daearah, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukian
jumlah retribusi yang terhutang.

11, Surat Tagihan Retribusi Daeran untuk selanjutnya disingkat
STRD adalah sura  untuk melakukan tagihan retribusi dan atau
sarlksi administras’ berupa bunga dan atau denda;

12, Surat Kepttusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan  terhadap  STRD  atau  doxumen lain  yang
dipersamakan, vana diajukan oleh wajib retribusi.

BAB Il
NAMA, OLJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nam: Retriousi Pengendalian Menara Telekomunikasi
dipungut  retribusi  atas  kegiatan Pengendalian  Menara
Teiekomu nikast:

(2) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk  menara
telekomunikas’ dengan memperhatikan  aspek tata ruang,
keamanan dan kepenangan umuim.

Pasal 3

(1) Subjek  Retribusi  «dalah  orang pribadi  atau  badan  yang
memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikast,

(?) Wajib  Retribusi adalah orang pribach  atau  badan  yang
memanfaatkan/  menikmati  atau  menggunakan/  membuat
nengerdalian menara telekomunikasi.

SAB
‘GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT JASA
PENGGUNA JASA, PRINSIP dan SASARAN PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk sebagai
jenis Retribusi Jasa Umum

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah jumlah jasa yang
dgijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah

uniuk menyelenggarakan pelayanan jasa pengendalian  menara
telckomunikasi.
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Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam | penetapan tanf Retribusi Jasa Umum
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa vang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek  keadilan  dan
efectivitas Pengendaiian atas lavanan tersebut:

(2) Qiaya sebagaimana dimaksud pada a ayat (1) meliputi biaya op<ras
dan nemeliharaan, bieya bunga. dan biaye modal

(3) Dalam hai penetapan iarii sepenuh: nya memperhatikan  biaya
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk _menuiup sebagian
biava.

BAB IV

STRUKTUR dan BESARNYA TARIF RETRIRUSI
serta WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Tarif  Retribusi ditetapkan sebesar 2 % persen) dari NJOP yang
dligunakan sehagai dasar perhitungan PBB menara Telekomunikasi

Pasal 8

{(n ¥?Ohﬂbuﬂiymngt@;huhux:(M}ungu{dimﬂayah(ﬂaorah,
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Besarmya Relribusi lerhutang dihitung dengan cara o geikan
tar'f sebagaiman dimaksud dalam pasal (7) dengan dasar
pengenaan seba¢ aimana dalam pasal (8).

Pasal 9
Masa Retribusi adaiah jangka waktu yang lamanya 1 {satu) Tahun

Pasal 10

Retribusi terhutang dalm masa retribusi terjadi pada saat kegiaian
Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB V
PERIZIMAN
Pasal 11

~

V1) Bagi Pengusaha Mongendalian Menara Telekomnnikasi dalam Wroig
Pagar Alam wajib mendapatkan izin dari \Walikota Fagar Mam alad
pejebat yang dltumu!\.

(2) Setelah mencapat izin dan memenuhi persyaratan, maka petugas
berhak meneliti permchorar izin kemudian diterbitkan  Surat
Ketetapan Retribusi Dacrah;



(3) Penetapsn  Retribisi Pengendalian Menara  Te'skomunixasi

ditetapkan  olelh Walikota Pagar Alam  setelah  mendapat

perumbangan dari panitia penetapan yang terdiri dari

a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asseat
Kota Pagar Alam

b, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Dae ah
Kota FPagar Alam

oo Kenala Racian Hukum Sekretaniat Daerah Kota Pagar Alam;,

4. Camat setempat

(1 Kepada pemegang 1zin penetapan retribust pengendalian men-ara

teiekomunikasi dalam Kota Pagar Alam dikenakan relribusi sebagai
retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

BAB VI

LARANGAN ~ LARANGAN

Pasal 1z
(1) Pengusaha Pengendalian Menara Telekomunikasi dilarang

N

(3)

(4)

(1)

(2)

mendirikan Menara Telekomunikasi tanpa izin dari Walikota Pagar

Alam:

Pengusaha  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  dilarang
merubah atau imenambah banqunan vang sudah ada;

Pengusaha Pengendalan Menara Telekomunikas: apabila ticak
beroperasi fagi wajib memberitahukan kepada Walikota Pagar Alam
atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 (satu) buian
sebelum-penghapusan;

memperluas lokasi tanpa seizin Walikota Pagar Alam atau pejabf;t
yang ditunjuk:

Pengusaha [Pengendalian  Menara Telekomunikasi  dilarang

Batas ketinggian Pengendalian Menara Telekomunikasi maksiral
75 (Tujuh puluh lima) Meter.

BAR VI
HAK — HAK

Pasal 13

Kepala Dinas Pendenatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota
Pagar Alam derhak memberikan perintah yang diperlukan untuk
kepentingan ketertivan, kebersihan dan keindahan kota serta
keselamatan masyarakat Kota Pagar Alam,

Kepala Dinas Pendrpatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota
Pagar Alam berhak mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan
pemungutan retribu i pengendalian menara telekomt nikasi dalam
Kota Pagar Alam;




(2} Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuvangan dan Asset Kota
Pagar Alam menunjuk petugas pemungut retribusi pengendaiian
- menara telekomunikasi dan menyetorkan uang hasi pungutan ke
Kas Daerah atau B.ndaharawan khusus penerimaan pada Dinas
! Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam.

BAB Vill
PEMUNGUT N DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 14
(1) Pémungutan Retribusi yang dimaksud pada pasai (7) peraturan
daerah ini dilakukan >leh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Kota Pagar Alam atau petugas yang ditunjuk;

(2) Setiap Pemungutan Retribus: dilakukan dengan memberikan tanda
penerimaan pembayaran berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah
atau disingkat dengan SKRD, yang diterbitkan dan diproses cleh

Alam:

(3} Beiituk, ukuran dar wama darn tanda bukti pembayaran retribusi
ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk;

(4) Semua hasi! pungiitan retribusi sebagaimana yang cimaksud pada

. ayat (1, pasal ini, harus sudah disetor ke Bendaharawan khusus
penerima pada hari c'an tanggal penerimaan,
| 4
5y Selambat-lnmbatnya 1 (satu} han sesudah hasil pemungutan
retribusi dis2tor ke Bendaharawan khusus nenerima dengan
- mengirimkan bukti setor atau bukti-bukti lainnya vang sah kepada
Dinas Pendapatan Pengelclaan Keuangan dan Asset Kota Pagar
Alam;
BAB IX
PENINJAUA N TARIF RETRIBUS)
Fasal 18

(1) Terif -etribusi dapat ditinjau kembal paling lama 3 (tiga) tahun
sekali;

(2) Peninjauan tanf retribusi sebagamana dimakeud peda ayat (1)
ditakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
nerekonomian;

. (3) Penetapan taril retribusi sebagainana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
_'




BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 16

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribus dapat d:if eri
insentif etas dasar pencapaian kinerja tertentu:

(2) Pemberian insentif schagaimana dimaksud pada ayat {1} Metap an
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

-

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaim.:na
dimaksud pada ayat (1) ditelapkan dengan Peraturan Walik »ta
dengan beroedoman kepada Peraturan perundang-und:ngan.

BAB Xli
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/aurat lain yang Sejenis
sebagai awai tindal an pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan
secera sefelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pambayaran.

2y Dalam  janagka waktu 7 (tyjuh)  hari setelah tanggal surat
. teguran/perincatan urat lain yang sejenis. wajib retribusi harus
me'unacsi retribusinya yang terhutang.

(2) Suret Teguran sel «gaimana dimansit pagn aval (1) direluarkan

1

oleh Walikota atau Hejabat vang dJditunjuk

BAEB Xl
PENGIHAPUSAN PIUTANG RETRIBUS!I YANG KADALUWARSA

Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa sete iah
melampaui jangka wakiu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terhurangnya retiibuesi, kecoall apabila wajb Retribusi melakui:an
tidak pidana dibidance retubost

(2) Kadalwvarsa penacinan retribusi sebagaimana dimaksud pada avat
{1) tertangguih apabjla :

a. diterbitkan surat teguran. atau
. ada pengakuan utang retribust dan Waib Retribusi. ta
langsung maupun tidak langsung.

I\
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(3) Dalam hal menerbitl an surat teguran dan surat paksa sebagaimana
dimaksud pada aya' (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung
sejas targgal penyampaian surat paksa tersebut;

(4) Pengaktan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan
kesadarannya meryatakan masibh mempunyal utang dan helum
melunasinya lepada Pemerintah Daerah;,

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana
imaksud pada ayat {2) huruf b dapat diketahui dan pengajuan
parmohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberaanoleh Wajib Retribusi;

Pasal 15

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
meizkulkan penagihen sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan Retribusi kota yang
sudan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa
diatur dengan Paeraturan Walikota.

BAB Xl
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wejib Retribusi lertentu tidak membayarkan tepat waktunye
atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retrbusi yang terutang yang
tidak atau-kurang dibayar dan ditagih dengan menggunalkan STRD
didahului dengan Suarat Teguran.

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehirgga
merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bhulan atau pidana denda paling banyak & (tiga) kali jumlah
Retribusi terhutang yang tidak alau kurang dibayar

BAR XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(i) Barang siapa melangaar ketetapan yang bertaku alau reraturan

Daerah ini diancam oidana kurungan paling lama 6 (ernam) oulan
atau cenda paling banyak Ry 10.000.000,- (Sepulun cuta Rupiah);

(2) Tindak Pidana ya.ag cimaksud pada ayat | (satu) pasal ini acalah
pelarangan;




BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Penyidikan atas (.ndak pidana sebagaimana dimaksud dalam
peraturan daerah ini dilakukan oieh penyidik POLRI atau penyidik
FPegawai MNegeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pamerintah Kota yang
pengangkatannya sesual dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku:;

-

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Megawai Negeri Sipil yang
dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini mempunyai wewenang

a.

b.

Menerima laporan alau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak p dana,

Melakukan tinc akan pertama pada saat itu ditempat kejadian
dan melakukan pemeriksaan;

Menyurun berhenti seseorang tersangka dan men zriksa tanda
pengenai dari tersangka;

Melakukan penvitaan banda atau surat;

Mengambil sidil jari dan memotret tersangka;

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

Men-datangkan seorang ahli dalam  hubungan  dengan
pemeiiksaan perkara

Mengadakan  penghentian  penyidikan  setelah mendapat
petunjuk dari pcnyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti

atav perstiva fersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selaniutnya  n.elalui penyidik POLRI memberitahukan ha!

“tersebut kepade penuntut umum, tersangka atau keluarganya:
Melakukan tindakan lain menurut hukum vyang dapal di
pertanggung jawabkan.

(3) Penyidi: Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pnda
ayat 1 (catu) pasal .riwaiib ¢

a.

Pada

Membuat Berita Acara setiap tinaakan dalan hat -
1. Pemeriksaan tersangka:
2. Pemasukan Rumah;
3. Penyitaan Barang;
4. Pemeriksaan Saksi:
5. Femeriksaan ditempat kejadian (TKP).
Membuat laporan kepada Walikota melalui pimpinan unitnya;
Menyerahkan husil penyidikan kepada penuntul umum melalui
Penyidik POLRI dalam vilayah hukum yang sama

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

sazt berlalimua Paeratyran Daerah ini, maka peraturan yang

bertentangan dengan peraturan <acrah incdimyatakan tidak berlaku lagh




Fasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlakuy pada tanggal diundangkan:

Agar supaya setiap rang dapal mengetahuinya, memerintahkan
Pengundungan Peraturan Daerah ini dengan penempatan ke dalam
l.embaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal T8 DwSembey 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM,.

1

_,—:—-/‘:_ <.
H. DJAZULI KURIS
Diundangkan di : Pagar Alam ‘
Pada Tanggal " A0 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGARALAM,

W "’if,([;,;ig(;%t

H. A. FACHR!




